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ABSTRAK

Nama : EkaCandra
NPM : 2013310033
Judul  : Perencanaan Keterbukaan Informasi Publik (Pengklasifikasian

Informasi  Publik) di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia (KPK RI)

Penelitian ini didasari oleh keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia (KPK RI) menjadi Lembaga Negara Non Struktural dengan
keterbukaan informasi publik peringkat 1 menurut Komisi Informasi Pusat.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perencanaan keterbukaan informasi
publik (pengklasifikasian informasi publik) di Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia (KPK RI). Penelitian ini menggunakan teori pendekatan sistem
organisasi terbuka untuk menjelaskan proses perencanaan keterbukaan informasi
publik (pengklasifikasian informasi publik) di KPK RI dengan cara memberikan
input berupa informasi publik berkualitas yang ditransformasi melalui proses
perencanaan yang menghasilkan informasi publik yang wajib disediakan secara
berkala, serta merta, dan setiap saat serta informasi publik yang dikecualikan sesuai
Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi
kasus di KPK RI. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui
wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif
(reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi) untuk memperoleh
gambaran secara mendalam mengenai obyek penelitian. Penelitian ini difokuskan
terhadap KPK RI (sebagai pemberi informasi), Wartawan dan Praktisi Muda
Informasi Publik (sebagai penyambung informasi atau media informasi) serta
masyarakat luas (sebagai pemakai informasi) dengan jumlah informan sebanyak 5
orang. Panduan wawancara penelitian ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang
berhubungan dengan informasi publik berkualitas, proses perencanaan, dan
informasi publik yang wajib diberikan dan dikecualikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan KPK RI menjadi
Lembaga Negara Non Strukturul peringkat 1 dalam keterbukaan informasi publik
tidak lepas dari proses perencanaan yang baik sehingga menghasilkan informasi
publik berkualitas yang wajib diumumkan dan dikecualikan.

Kata Kunci: Perencanaan, Keterbukaan Informasi Publik, KPK RI,
Pendekatan Sistem, dan UU KIP



ABSTRACT

Name : EkaCandra
NPM  : 2013310033
Title :  Public Information Openness Planning (Public Information

Classification) in Corruption Eradication Commission of Republic of
Indonesia (KPK RI)

This research is based on the success of Corruption Eradication Commission
of Republic of Indonesia (KPK RI) becoming the first rank Non Structural State
Institutions with public information openness according to Central Information
Commission. This research is aimed at analyzing public information openness
planning in Corruption Eradication Commission (KPK RI). Open system
organization approach theory is used in this research to explain the process of public
information openness planning (public information classification) in KPK RI by
inputting qualified public information that is transformed through planning process
which resulting public information that must be provided periodically, necessarily,
and at any time and public information which is excluded according to Constitution
No.14 year 2008 about Public Information Openness (KIP).

Qualitative method with research case study design in KPK RI is used in
this research. Researcher collects the data through interview, observation, and
document study. Descriptive analysis (data reduction, data presentation, conclusion
and verification) is used to get a deep view about research object. This research is
focused on KPK RI (the informer), Journalist and Young Practitioner of Public
Information (as connector of information or media of information) and society at
large (as user of information), with the number of 5 people as the informants.
Interview guide of this research consists of questions related to qualified public
information, planning process, and public information which must be given and
excluded.

The result of this research shows that the success of KPK RI becoming the
first rank Non Structural State Institutions with public information openness cannot
be separated from good planning process so that results qualified public information
that must be announced and excluded.

Key Words: Planning, Public Information Openness, KPK RI, System Approach,
and Public Information Openness Constitution.
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian

Kebebasan untuk memperoleh informasi merupakan hak bagi setiap warga
negara. Keterbukaan terhadap informasi merupakan kewajiban penyelenggara
pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
mensyaratkan pemerintahan yang terbuka (transparency) sebagai salah satu
karakteristiknya.! Jadi, transparansi atau keterbukaan dibangun atas dasar
kebebasan memperoleh informasi.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam beberapa tahun ke
belakang adalah masalah tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga atau badan
publik baik dalam hal pelayanan atau integritas. Indonesia mulai dari masa
pemerintahan Orde Baru, keterbukaan terhadap informasi mengenai penyelenggara
pemerintahan sangat dibatasi. Dengan alasan rahasia, pemerintah mengontrol
berbagai informasi yang akan keluar dan diterima masyarakat sehingga informasi
yang disajikan media harus melewati pengawasan yang ketat.

Padahal, memperoleh informasi merupakan hak bagi setiap orang yang
secara tegas telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F yaitu: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi

dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan

1 A. Santosa, Good Governance Dan Hukum Lingkungan, (Jakarta :Indonesian Center for
Environmental Law, 2001) hal. 30.



sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.?

Gagasan mengenai kebebasan informasi telah dikembangkan oleh Amerika
Serikat pada tahun 1966, yaitu dengan dikeluarkannya UU tentang Kebebasan
Informasi (Freedom of Information Act). Indonesia merupakan salah satu negara
yang mengadopsi undang-undang milik Amerika Serikat tersebut dalam
mengembangkan peraturan dan undang-undang mengenai kebebasan memperoleh
informasi. Pada pelaksanaannya, Indonesia menyesuaikan dengan kondisi, baik
kondisi sosiologis maupun politiknya.®

Keterbukaan informasi merubah tatanan birokrasi pemerintahan Indonesia
yang ada di masa sebelumnya, informasi yang dahulu dinyatakan bersifat tertutup
kini terbuka, contohnya adalah Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
Indonesia merupakan negara yang demokratis, negara yang demokratis adalah yang
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat berpandangan bahwa
rakyatlah menjadi raja sebagai penentu kebijakan public (public policy). Penganut
teori ini adalah John Locke (1632 — 1704) dikenal sebagai filsuf negara liberal.
Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh sistem demokrasi. Salah satu Kkriteria
mengenai demokrasi menurut Robert Dahl (1998) adalah akses informasi yang
terbuka luas.* Artinya bahwa, rakyat berhak mengetahui segala informasi tentang
pelaksanaan pemerintahan yang diselenggarakan oleh negara. Berdasarkan

kepentingan di atas, maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

2 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

3 Tim Koalisi untuk Kebebasan Informasi. Melawan Ketertutupan Informasi: menuju
pemerintahan terbuka, (Jakarta: Koalisis untuk Kebebasan Informasi, 2003) hal. 10.
4 R. Dahl. On Democracy, New Haven, (CN: Yale University Press,1998)



tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang resmi berlaku sejak tanggal 30
April 2010.

Keterbukaan Informasi merupakan kebutuhan yang mendesak di Indonesia
saat ini. Keberhasilan penyelesaian terhadap kasus-kasus korupsi secara terbuka
dan partisipatoris akan berdampak besar bagi kembalinya kepercayaan masyarakat
kepada penyelenggara pemerintahan. Masyarakat diberi kesempatan kepada untuk
mengetahui apa yang terjadi dalam birokrasi pemerintahan dan apa yang dikerjakan
oleh para pejabat publik, dan melibatkan masyarakat secara aktif terhadap proses-
proses pemerintahan.® Berlakunya UU KIP, masyarakat akan mendapatkan akses
terhadap informasi milik badan publik. Undang-undang ini menjadi perangkat
pelindung yang strategis dari berbagai bentuk praktek korupsi.

Setiap orang memiliki kebutuhan informasi masing-masing tapi tidak setiap
orang memiliki kemampuan yang sama dalam memuaskan kebutuhan
informasinya.® Pernyataan tersebut dapat menjadi alasan tepat dalam membangun
pelayanan informasi publik, boleh jadi membuat masyarakat yang tidak memiliki
akses terhadap informasi public kemudian memiliki akses pada informasi publik
tersebut, yang nantinya akan bermanfaat untuk membangun partisipasi masyarakat
dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai salah satu tujuan dari UU KIP.

Secara garis besar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mencakup 3 pokok bahasan yaitu:’

5 Tim Koalisi untuk Kebebasan Informasi. op cit., hal 20.
& A.Bunch. The Basic of Information Work. (London : Clive Bingley, 1985) hal. 170.
7 Undang-Undang No.14 tahun 2008.



1. Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di instansi atau
badan publik terkait.
2. Standar Layanan Informasi Publik yang dijelaskan lebih rinci dengan
dikeluarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010
3. Pengklarifikasian Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan serta
dikecualikan.
Secara khusus penelitian ini akan membahas mengenai pengklarifikasian informasi
publik baik yang disediakan dan diumumkan ataupun yang dikecualikan. Informasi
publik yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik dikategorikan
menjadi 3 macam sesuai waktu penyediaannya dan informasi yang dikecualikan,
yaitu :
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
4. Informasi yang dikecualikan
UU KIP juga mengatur mengenai Klasifikasi informasi publik Badan Publik
yaitu pada pasal 9, 10, 11, dan 17. Berdasarkan klasifikasinya, informasi publik
dibagi menjadi sebagai berikut:®
1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala. Informasi yang termasuk
dalam kategori ini adalah informasi yang berkaitan dengan badan publik,

informasi mengenai kinerja badan publik terkait, informasi mengenai

& 1bid.



laporan keuangan, dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan.

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi yang masuk

dalam Kkategori ini adalah informasi yang berkaitan dengan kebutuhan

mendesak bagi hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Misalnya

informasi tentang kemungkinan akan datangnya bencana alam dan

penyebaran suatu penyakit berbahaya seperti flu burung, SARS, demam

berdarah, dan sebagainya.

Informasi yang wajib tersedia setiap saat, termasuk dalam kategori

informasi ini adalah

a.

Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah
penguasaannya;

Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;

Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran
tahunan badan publik;

Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;

Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam
pertemuan yang terbuka untuk umum;

Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan
pelayanan masyarakat; dan/atau

Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana

diatur dalam undang-undang ini



4. Informasi yang dikecualikan. Informasi yang termasuk ke dalam kategori

informasi ini yaitu:

a.

b.

Informasi publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum
Informasi publik yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan
hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan
usaha tidak sehat

Informasi publik yang dapat membehayakan pertahanan dan
keamanan negara

Informasi publik yang dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia
Informasi publik yang dapat merugikan ketahanan ekonomi
Informasi publik yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar
negeri

Informasi publik yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang
bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
Informasi publik yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi
Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan
publik, yang sifatnya dirahasiakan

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-

undang

KPK merupakan salah satu badan publik yang informasi publiknya selalu

ditunggu oleh masyarakat luas. KPK sendiri saat ini sudah memiliki Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang pedoman pelayanan informasi

publik. Uniknya, sebelum adanya UU KIP, KPK sebenarnya telah memiliki



pedoman sendiri untuk mengolah dan menentukan informasi yang dapat diakses
atau tidak oleh publik. Pedoman tersebut adalah Sistem Manajemen Keamanan
Informasi (SMKI). SMKI adalah daftar informasi hasil kinerja masing-masing
direktorat/unit kerja yang penentuan sifat dan pihak yang dapat mengaksesnya
adalah kesepakatan bersama hasil musyawarah pihak internal KPK. Pihak internal
KPK yang ditugaskan untuk mengelola informasi tersebut adalah Deputi Informasi
dan Data KPK bersama Biro Humas. KPK sebagai instansi terdepan melawan
korupsi diharapkan mampu memberikan pelayanan informasi publik sesuai tujuan
yaitu pemenuhan hak akses publik, hak untuk memperoleh akses terhadap informasi
yang utuh, akurat, dan mutakhir.

Sejak 9 tahun silam UU KIP ditetapkan, Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) selalu masuk dalam nominasi 10 besar dalam kategori Lembaga Non
Struktural (LNS) penghargaan keterbukaan informasi publik yang diadakan oleh
Komisi Informasi Pusat. Pada tahun 2016 Komisi Informasi Pusat kembali
mengadakan Penganugerahaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016,
Menurut Ketua KIP John Fresly mengatakan pihaknya melakukan pemantauan
selama 9 bulan, dengan mempertimbangkan 5 kriteria “KO”, yakni Komitmen,
Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi dan Konsistensi setiap lembaga dalam
keterbukaan informasi publik.® Dalam Laporan Penyelenggaraan Kegiatan
Penganugerahaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016, terdapat 7

kategori badan publik yaitu : Kementerian, Pemerintah Provinsi, Lembaga Negara

® KPK Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2016, diakses melalui
https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/3810-kpk-raih-penghargaan-keterbukaan-
informasi-publik-2016 pada tanggal pada tanggal 01/07/2017 pada pukul 20.00 WIB



& LPNK, Lembaga Non Struktural, BUMN, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai
Parpol dengan rentang nilai <30 s/d 100 dan dikualifikasikan berupa badan publik
Tidak Informatif (TI), Kurang Informatif (KI), Cukup Informatif (CI), Menuju
Informatif (MI) dan Informatif (I). Pada tahun bersangkutan pun KPK RI berhasil
mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi kategori Badan Publik Lembaga
Non Struktural dengan nilai keterbukaan informasi publik sebesar 86,87 dan
dikualifikasikan termasuk badan publik yang Menuju Informatif (MI). KPK RI
mengalahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada
peringkat Il dengan nilai keterbukaan informasi publik sebesar 86,74, Komisi
Pemilihan Umum pada peringkat 111 dengan nilai keterbukaan informasi publik
sebesar 77,02 dan beberapa lembaga non struktural lainnya. 1°

Dengan diperolehnya penghargaan peringkat satu keterbukaan informasi
publik lembaga non struktural, maka KPK berhasil menjalankan perubahan pada
salah satu area strategis internal yang menjadi fokus perhatiannya dalam rensta
2015-2019 vyaitu area pertukaran informasi/information sharing. KPK perlu
melakukan pengaturan terkait kejelasan klasifikasi jenis informasi yang bersifat
publik, yang harus tersedia setiap saat, sewaktu-waktu atau dengan permintaan,
dengan informasi yang bersifat rahasia (mencakup informasi publik dan SMKI),
selanjutnya menetapkan media penyaluran informasi yang aman, efektif dan

efisien, dan cara penyampaiannya.!

10 1hid.
1 Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019.



Dengan tujuan ingin mengubah salah satu area strategis yang menjadi
perhatian yaitu pertukaran informasi KPK juga menghasilkan pelayanan informasi
publik yang sesuai dengan tujuan utamanya yaitu pemenuhan hak akses publik akan
pertukaran informasi. Oleh karena itu, pelayanan informasi publik akan sangat
bergantung pada manajemen yang dilakukan oleh KPK. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Administrator Sekertariat Jendral KPK dapat disimpulkan
bahwa manajemen yang dilakukan baik di internal maupun eksternal KPK meliputi
3 pokok besar yaitu, : Perencanaan, Implementasi, Evaluasi.'?

Fungsi perencanaan di KPK juga dilaksanakan salah satunya yaitu pada
penyusunan renstra 2015 — 2019 yang salah satu area strategis internal yang
menjadi fokus perhatiannya adalah area pertukaran informasi/information sharing.
Berdasarkan perencanaan yang baik pada renstra 2015 — 2019 KPK berhasil meraih
penghargaan lembaga non struktural dengan nilai 86,87 tertinggi dalam hal
keterbukaan informasi publik 2016.%2 Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan bagaimana proses perencanaan keterbukaan informasi publik di
KPK RI dengan judul penelitian “Perencanaan Keterbukaan Informasi Publik
(Klasifikasi Informasi Publik) di KPK RI”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kerangka teori dan uraian permasalahan di atas, maka

pertanyaan penelitiannya dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana Perencanaan

Keterbukaan Informasi Publik (Klasifikasi Informasi Publik) di KPK, sehingga

12 \Wawancara dengan Administrator Sekertariat Jendral KPK RI pada tanggal 29 Mei 2017 pukul
10.00 WiIB
13 KPK Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2016, ibid.



berhasil memperoleh  penghargaan keterbukaan informasi publik kategori
Lembaga Non Struktural?
1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan
penelitiann ini adalah mendeskripsikan bagaimana proses perencanaan keterbukaan
informasi publik (Klasifikasi Informasi Publik) di KPK sehingga lembaga non
struktural tersebut mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi publik.
1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Praktis

e Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat
dalam memahami perencanaan keterbukaan informasi publik yang
dilakukan KPK.

e Penelitian ini diharapkan dapat menjadi role model atau referensi bagi
lembaga publik lainnya dalam merencanakan keterbukaan informasi
publik yang dinilai baik oleh Komisi Informasi Pusat.

1.5 Sistematika Penelitian
Dalam penelitian ini membahas mengenai ‘“Perencanaan Keterbukaan
Informasi Publik (Klasifikasi Informasi Publik) di KPK”. Untuk itu, sistematika
penulisan dalam penelitian ini terdiri atas tujuh bab dengan uraian sebagai
berikut: Bab | Pendahuluan, Bab 11 Kajian Pustaka, Bab 111 Metode Penelitian,
Bab IV Profile Instansi, Bab V Temuan Penelitian, Bab VI Pembahasan

Penelitian, dan Bab VII Kesimpulan dan Saran.
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